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BAB IV 

REKOMENDASI PENGANGKATAN DPS 

Pasal 8 

Keanggotaan DPS  

(1) BAZNAS/LAZ harus memiliki sedikitnya 2 (dua) orang anggota DPS, dan salah satunya 

ditetapkan sebagai ketua. 

(2) DPS sebagaimana dimaksud ayat 1 diangkat oleh BAZNAS/LAZ setelah mendapatkan 

rekomendasi KF MUI. 

(3) Masa tugas DPS sesuai dengan anggaran dasar BAZNAS/LAZ dan peraturan. 

(4) Dalam hal terdapat perpanjangan masa tugas atau perubahan keanggotaan DPS, harus 

memperoleh rekomendasi dari KF MUI. 

Pasal 9 

Rekomendasi Calon DPS 

(1) Calon DPS wajib mendapatkan rekomendasi dari KF MUI. 

(2) Rekomendasi calon DPS BAZNAS/LAZ tingkat Nasional dilakukan oleh Komisi Fatwa 

MUI Pusat. 

(3) Rekomendasi calon DPS BAZNAS/LAZ tingkat Provinsi dilakukan oleh Komisi Fatwa 

MUI Provinsi. 

(4) Rekomendasi calon DPS BAZNAS/LAZ tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Komisi 

Fatwa MUI Kabupaten/Kota. 

Pasal 10 

Syarat 

Calon DPS yang akan dimohonkan rekomendasi dari KF-MUI harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. Beragama Islam yang berfaham ahlus-sunnah wal-jamaah; 

b. Calon DPS diajukan oleh BAZNAS/LAZ; 

c. Memiliki kompetensi di bidang zakat, infak, sedekah, wakaf, dan pengetahuan tata 
kelola zakat dengan pendidikan serendah-rendahnya sarjana di bidang syariah 
atau setara; 

d. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas secara profesional sebagai DPS; 

e. Tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) dengan BAZNAS/LAZ 
yang diawasinya;   

f. Menerima eksistensi NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; dan 

g. Tidak sedang menjadi pengurus atau pegawai aktif di BAZNAS/LAZ.  

Pasal 11 

Prosedur 

Prosedur pemberian rekomendasi calon DPS oleh KF MUI adalah sebagai berikut: 

a. BAZNAS/LAZ menyampaikan surat permohonan Rekomendasi calon DPS kepada 

KF MUI dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 

1) Akta notaris dan/atau dokumen izin pendukung lainnya; 

2) Profil BAZNAS/LAZ; 

3) Rencana kegiatan pengembangan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana social 

keagamaan lainnya; 




